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Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh pemahaman peraturan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, pelayanan 

fiskus, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 

responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang diambil dengan 

metode accidental sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara statistic signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan akuntabilitas pelayanan publik, 

pelayanan fiskus, dan kewajiban moral secara statistik tidak signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran 

wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, pelayanan fiskus, kewajiban moral.  

 

Abstract 

 

This research was conducted to examine the effect of understanding of tax 

regulations, taxpayer awareness, public service accountability, tax authorities, and 

moral obligations on taxpayer compliance. This type of research is quantitative 

research. The sample in this research 99 respondents. The data used is secondary 

taken by accidental sampling method. The analysis used is the research is multiple 

linier regression analysis. The results showed that understanding of tax 

regulations and taxpayer awareness on taxpayer compliance, while public service 

accountability, tax authorities, and moral obligations has no significantly 

influence on taxpayer compliance. 

 

Keywords: taxpayer compliance, understanding of tax regulations, taxpayer 

awareness, public service accountability, tax authorities, moral obligations 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 

berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat meralisasikan tujuan tersebut, 
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usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah 

dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapat 

pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 

2001; Olaofe, 2018). 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini terutang dalam 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 

merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya 

pengeluaran pemerintah dalam rangka membiayai negara menuntut peningkatan 

penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen 

Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem 

perpajakan yang lebih modern. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, 

maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri & 

Noviari, 2016). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat bahwa wajib pajak 

mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan 

melaksanakan hak perpajakan di negara mereka. Pemenuhan pajak dapat 

ditingkatkan jika sistem pajak diadministrasikan secara ketat dan melalui 

penegakan hukum yang ketat dan pengenaan denda terhadap wajib pajak yang 

dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak (Widyantari, Wahyuni, & 

Sulindawati, 2017), (Manual & Xin, 2016). 

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

mengurangi keteragantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan 
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kemandirian daerah. 

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yaitu sumber-sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah 

yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Arviana & 

Sadjiarto, 2014). 

Kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah 

pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu 

proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan 

undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan 

kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya 

serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang 

mereka bayar (Hardiningsih & Yulianawati, 2011), (Aswati et al., 2018). 

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung 

akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti & Zulaikha, 

2014). Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak 

akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh 

wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya (P. S. Pratiwi & Supadmi, 2016). 

Selain pemahaman peraturan perpajakan kepatuhan pajak juga dipengaruhi 

oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana 

seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan 

tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta 

memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahaputri & Noviari, 

2016), (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Apabila wajib pajak sudah 

melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain 

dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara tulus dan ikhlas dan 

menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan 

daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam 
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membayar pajak (Kemala, 2015). 

Akuntabilitas pelayanan publik juga mempengaruhi kepatuhan pajak. 

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab 

perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya (Mahaputri & Noviari, 2016). Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang 

dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dari yang 

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya, sedangakan kualitas adalah tingkat baik buruknya atau 

taraf atau derajat sesuatu. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana 

petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib 

pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak 

(Jatmiko, 2006). 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak 

(Arum dan Zulaikha, 2012). Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik 

karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berorientasi pada profit 

(Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, kewajiban 

moral. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, 

namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, 

perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan 

benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya 

(Artha & Setiawan, 2016). (Layata & Setiawan, 2014) menyimpulkan dalam 

penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib 

pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah 

diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam 

pemenuhan pajaknya. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ruky et all (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu populasi yang saya gunakan di ambil dari seluruh wajib pajak yang 

berdomisili di Kota Wates dengan periode 2018, sedangkan sampel yang Ruky et 

all (2018) gunakan di ambil dari seluruh wajib pajak yang berdomisili di Kota 

Jambi dengan periode 2017. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, yakni 

metode pengumpulan data secara langsung dari sumber asli. Data utama 

penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak pertama (data primer) yaitu 

dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Penelitian ini 

diarahkan untuk menguji hipotesis yang menjelaskan pengaruh pemahaman 

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan public 

kualitas pelayanan fiskus, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan 

perpajakan diketahui mempunyai nilai signifikan 0,046 < dari α = 0,05, maka H1 

diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa pemahaman 

peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. 

Penelitian ini menerima H1 yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi 

pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan 

semakin patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu Wahyuni (2018) dan 

Ruky et all (2018) yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan 

hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diketahui 
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mempunyai nilai signifikan 0,000 < dari α = 0,05, maka H2 diterima. Dengan 

demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. 

Penelitian ini menerima H2 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dorongan diri sendiri dan 

kepercayaan masyarakat mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 

pemungutan pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Saleh (2018) dan Suryani et all (2018) 

yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas 

pelayanan publik diketahui mempunyai nilai signifikan 0,190 > dari α = 0,05, 

maka H3 ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan akuntabilitas 

pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.  

Penelitian ini menolak H3 yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan 

publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Proses melapor pajak 

dan membayar pajak sudah dipermudah dengan layanan secara online, tetapi 

masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui informasi tersebut dan 

beberapa yang berasal dari daerah pulau masih banyak yang belum paham 

tekhnologi seinggah lebih baik melapor dan membayar pajak secara langsung. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruky et 

all (2018) yang menyatakan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil 

uji t menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus diketahui bahwa nilai 

signifikan 0,075 > dari α = 0,1, maka H4 ditolak. Dengan demikian hipotesis yang 

menyebutkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak ditolak.  

Penelitian ini menolak H4 yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pelayanan fiskus tidak 
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menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk melapor pajak dan membayar pajak 

karena pelayanan untuk melapor pajak dan membayar pajak sudah memiliki 

fasilitas secara online, sehingga kita tidak perlu pelayanan secara langsung. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo 

dan Mangoting (2014) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan hasil 

uji t menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral diketahui bahwa nilai 

signifikan 0,911 > dari α = 0,1, maka H5 ditolak. Dengan demikian hipotesis yang 

menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak ditolak.  

Penelitian ini menolak H5 yang menyatakan bahwa kewajiban moral tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelompok wajib pajak yang masih 

berada pada tingkat moral yang rendah adalah mereka yang pada umumnya 

memiliki tingkat pendapatan rendah, serta tingkat pendidikan yang rendah pula, 

sehingga kebutuhan fisik lebih penting dari pada kebutuhan sosial. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruky et all 

(2018) yang menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan 

merupakan faktor yang penting dalam kepatuhan wajib pajak, karena semakin bagus 

tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat ketegasan sanksi yang diberikan 

mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi 

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak akan melapor pajak dan membayar pajak adalah 

rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak 
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dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran wajib pajak yang 

tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. 

Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini berarti bahwa masyarakat yang mempunyai keterbatasnya dalam 

pengetahuan tekhnologi sangat banyak, sehingga bagi wajib pajak yang kurang 

informasi akan lebih kesusahan dalam melapor pajak dan membayar pajak dari 

pada orang yang sudah mengetahui tekhnologi. Pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak perlu bertatap. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu tahu 

bagaimana kondisi pelayanan fiskus itu berlangsung, yang terpenting wajib pajak 

sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negaranya. Kewajiban moral 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

dapat dimaklumi mengingat kewajiban moral merupakan norma individu yang 

dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. 

Sehingga menurut responden dalam penelitian ini kewajiban moral tidak 

memberikan dampak bagi keberhasilan kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu: Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel 

secara lebih luas misalnya dengan menambah ruang lingkup penelitian tidak 

hanya wajib pajak yang melapor pajak dan membayar pajak ke Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Wates tetapi juga wajib pajak yang melapor pajak dan membayar 

pajak secara online supaya lebih bisa digeneralisasi dan bisa memberikan 

gambaran yang lebih riil tentang kepatuhan wajib pajak. Bagi penelitian 

mendatang hendaknya dapat menambah variabel independen yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak selain variabel yang digunakan agar hasilnya dapat 

terdefinisi dengan lebih sempurna atau bisa juga menambahkan model moderating 

atau intervening. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan cara wawancara atau pertanyaan lisan secara langsung dengan 

responden agar memperkuat hasil penelitian. 
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